
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG 
Nomor :     Tahun 2006   Serie :     Nomor :    

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR  1  TAHUN  2006 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2006 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati 
Nomor :   9 Tahun 2005 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006, perlu 
menyusun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan  
Peraturan Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
1982 tentang Pemindahan Ibukota 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 
Nomor 36); 

2.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(lembaran Negara Republik Indonesia 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3569); 

3.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 
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4.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomo 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688); 

5.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

6.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Program Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

7.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4286); 

8.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4355); 

9.  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

 


